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Berdasarkan  dan Pasal 2 ayat (2) Huruf a UUPA menyatakan bahwa hak menguasai Negara memberikan wewenang kepada Negara
untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
Artinya demi kepastian hukum soal penguasaan/kepemilikan atas tanah yang HGUnya berakhir, maka tanah tersebut dikuasai oleh
Negara atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah yang dikuasai  Negara  terdapat dua kategori
tanah Negara dilihat dari asal usulnya: tanah Negara bebas; Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada
haknya, kenyataannya terhadap tanah Negara bekas Hak Guna Usaha sudah dikuasai oleh warga sebelum waktunya berakhir oleh
karena itu perlu kajian terhadap Status tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Status Hak Atas Tanah Bekas Hak Guna Usaha dan memetakan Prioritas tanah bekas
Hak Guna Usaha dalam hubungannya dengan klaim Masyarakat serta  peran Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik dalam
penggarapan tanah Bekas Hak Guna Usaha PT Usaha Semesta Jaya.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dan Penelitian hukum normatif (yuridis normatif), pendekatan
yang digunakan yaitu pendekatan secara peraturan Perundang-undangan dan  Konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui
penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal, hasil penelitian dan lain-lain yang
berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dilakukan penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan teknik pengambilan
data melalui wawancara.
Berdasarkan Hasil Penelitian, tanah Bekas  Hak Guna Usaha PT Usaha Semesta Jaya yang tidak diperpanjang maka hak atas tanah
tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara adanya kewenangan dari Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Kepres 34
Tahun 2003 pasal 2 ayat (2) yaitu melakukan penyelesaian sengketa tanah garapan, prioritas tanah Bekas Hak Guna Usaha yang
tidak di perpanjang diatur oleh Pemerintah daerah kemudian diberikan kepada Kantor Pertanahan Untuk buat sertifikat. Urut-urutan
penerima hak prioritas tergantung kepada keadaan tanah dan peruntukanya dengan memperhatikan bekas pemegang hak, tata ruang,
kepentingan umum dan reforma agraria/redistribusi tanah, Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah  mengeluarkan  Instruksi
pemberhentian aktifitas di atas tanah bekas  HGU sepanjang belum adanya Surat Keputusan mengenai tindaklanjut Peruntukan
tanah bekas HGU. Hambatan yang di temui tidak adanya kebijakan dalam penataan tanah oleh pemerintah daerah.
Disarankan agar adanya pengkajian pendataan ulang ke lapangan baik terhadap tuntutan masyarakat adat, dan tuntutan garapan,
pengukuran kembali atas tanah sengketa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dalam masyarakat, dilakukan pengukuran
kembali atas tanah sengketa agar tidak terjadi konflik berkepanjangan dalam masyarakat, sebaiknya tanah-tanah bekas HGU
dijadikan  sebagai tanah objek landreform sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur.  Adanya kegiatan
Sosialisasi oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat mengenai Status Tanah Bekas HGU PT Usaha Semesta Jaya Sehingga
Masyarakat mengetahui Status Tanah tersebut agar  tidak adanya klaim-klaim dari para pihak kembali dikemudian hari, Perlu
adanya tindakan yang jelas oleh  Pemerintahan Daerah untuk segera mengeluarkan kebijakan mengenai penyelesaian konflik tanah
garapan serta perlu suatu Qanun maupun Surat Edaran Gubernur mengenai tindaklanjut dari Pemerintah Daerah dalam pemberian
Hak terhadap tanah-tanah bekas Hak Guna usaha.
Kata Kunci	: Status Tanah, Tanah Bekas Hak , Hak Guna Usaha, PT Usaha  Semesta Jaya
